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Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004 (UUJN) merupakan penyempurnaan undang-undang
peninggalan jaman kolonial dan unifikas sebagian besar undang-undang yang mengatur mengenai
kenotariatan yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Pasal 1
UUJIN menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan
Pasal 15 ayat (2) huruf (g) menyatakan bahwa Notaris berwenang pula membuat akta risalah lelang yang
berdasarkan ketentuan Pasal 1868 K UHperdata merupakan Akta Otentik. Rancangan Undang-Undang
tentang Perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris (RUUJN) Nomor 30 Tahun 2004 menyiratkan
perubahan yang meliputi ketentuan tentang persyaratan dan kewajiban Notaris serta menghilangkan pasal
tentang tugas dan kewenangan Notaris terutama berkaitan dengan pembuat akta pada bidang pertanahan dan
pembuatan Akta Risalah Lelang.

Perubahan yang diusulkan dalam RUUJN terutama tentang hilangnya kewenangan Notaris membuat Akta
Risalah Lelang menarik untuk penulis bahas karena hilangnya pasal tersebut sedikit banyak mengundang
persepsi bahwa RUUJIN mempersempit ruang lingkup kewenangan Notaris sebagai Pejabat Umum yang
mana diketahui bahwa Akta Risalah Lelang adalah Akta Otentik dan Notaris berwenang untuk membuatnya.
Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penulis mencoba meneliti dari berbagai sumber
serta melakukan wawancara dengan narasumber yang berkompeten di bidang lelang dan kenotariatan dan
juga dengan informan untuk mengetahui bagaimana dampaknya RUUJN bagi kewenangan Notaris.
Kesimpulan yang penulis dapatkan, untuk membuat Akta Risalah Lelang harus terlebih dahulu menjadi
Pejabat Lelang. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Lelang dalam Pasal 8 disebutkan bahwa Pejabat Lelang hanyaterdiri dari Pejabat
Lelang Kelas | dan Il tidak disebutkan secara spesifik seorang Notaris adalah Pejabat Lelang dan berhak
membuat Akta Risalah Lelang, sehingga terdapat disharmonisasi antara Pasal 15 ayat (2) huruf (g) dengan
Pasal 8 PMK. Namun dihilangkannya pasal dalam RUUJN tersebut tidak serta merta membuat Notaris
kehilangan kesempatan untuk menjadi Pejabat Lelang dan tidak berhak membuat Akta Risalah Lelang,
kewenangan tersebut tetap ada selama Notaris memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditentukan
dalam perundang-undangan untuk diangkat menjadi Pejabat L elang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf
(8 RUUJN.

<hr><i>The Notary Act No. 30 of 2004 (UUJN) is arefinement and a unification of most of the colonial
laws governing the notary which is no longer compatible with the development of laws and the needs of the
community. In Indonesia, UUJN Article 1 states that the notary is a public official who is authorized to
make authentic deeds and Article 15 paragraph (2) letter (g) states that the Notary is also authorized to make
auction deeds namely "Risalah Lelang” which under the provisions of Article 1868 Civil Codeisan
authentic deeds.
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Draft Law on Amendments to the Notary Act No. 30 of 2004 (RUUJN) implies changes that include on the
requirements and obligations of Notaries and removes provision on the duties and authorities of the Notary
primarily with regard deeds in relation to lands and auction. The proposed changes of RUUJN especially
about removal of authority on auction deeds and this thesisis focussed on this matter. I’ m interested in,
analyzing the removal of the article on auction deeds which removes notary’ s authorities to write auction
deeds because it may narrow the scope of authorities of the notary. By using juridical normative research
methods, | examined this matter from various sources and did some interviews to determine the impact of
RUUJN to Notary authorities.

| conclude that, as stipulated in the Regulation of the Minister of Finance No. 93/PMK.06/2010 on
Implementation Guidelines of Auction, Article 8 states that, auction deeds divided into first class auctioneer
and second class auctioneer. This article does not specifically mention that notary is an auctioneer and
automatically entitle’ sto make auction deeds. So, there is disharmony between Article 15 paragraph (2)
letter (g) UUJIN with Regulation of the Minister of Finance No. 93/PMK.06/2010. However, the omission of
the article in the RUUJN does not necessarily make the loss of the opportunity of notary to become an
auctioneer and the lost of the authority to write auction deeds. The authorities remain as long as meet the
terms and conditions specified in the law to be appointed as auctioneer as stipulated in article 3 letter (a)
RUUJN.</i>



